| SALINAN |

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 53 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 285 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang
menyebutkan bahwa RKPD dapat diubah dalam hal tidak
sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan,
maka Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 perlu direvisi;;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
Gorontalo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
Gorontalo Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan

[u—

Mengingat
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4405);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara  Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indoensia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun
2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5178);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010-2014;



Menetapkan

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012
tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;

15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2007 - 2025 Provinsi
Gorontalo;

16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo
Tahun 2012 -2017;

17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran
Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);

18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran
Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10);

19. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo
(Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11);

20. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Provinsi
Gorontalo Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 12);

21. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi
Gorontalo Tahun Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 24
TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2014.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun
2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 (Berita
Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 24) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 41 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2013
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 (Berita
Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 41) diubah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 15 JULI 2014

GUBERNUR GORONTALO,
TTD
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 15 JULI 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,
TTD
WINARNI D MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR 53



